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ABSTRAK
ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

NAMA : AZZAHRA NURDIKA
NIM : 2110090811084
Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan gambaran kemampuan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menjaga ketentraman masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: (1) Terdapatnya realisasi beberapa kegiatan yang lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, (2) Terdapatnya keterbatasan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP akibat keterbatasan anggaran. Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini, yaitu: Bagaimana Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. 
Adapun tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja organisasi menurut Mahsun dalam (Sinambela & Sinambela, 2019), yang mencakup enam indikator, yaitu: Masukan (Input), Proses (Proces), Luaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), dan Dampak (Impact). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dalam penelitian ini Penetapan sampel untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menggunakan teknik Purposive Sampling dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5%. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket serta analisis data dengan teknik skala likert.
Hasil Penelitian dari Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dikategorikan Baik. Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang penulis lakukan kepada 126 responden, secara keseluruhan diperoleh total skor sebanyak 6.018 berada pada interval 5.292-6.804 dan frekuensi 2268 dengan persentase penilaian kategori Baik sebesar 67%. Adapun Faktor pendukung dalam Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah Terlaksananya Luaran (Output), Proses (Proces), dan Dampak (Impact). Sementara itu, faktor penghambat adalah masih kurangnya Masukan (Input), Hasil (Outcome), dan Manfaat (Benefit).
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I. 
BAB I
PENDAHULUAN
A. [bookmark: _Hlk190434699][bookmark: _Hlk190430249]Latar Belakang Masalah
[bookmark: _Hlk210289048]Setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta,  pada dasarnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui serangkaian proses manajerial yang terstruktur. Salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah, inovasi, serta efisiensi dalam operasional organisasi. Oleh karena itu, efektivitas suatu organisasi sangat bergantung  pada kualitas, kompetensi, serta kemampuan adaptif dari individu-individu yang mengelolanya.
Dalam organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah daerah, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran atau struktur kelembagaan, tetapi juga oleh tata kelola organisasi, sistem manajemen kinerja, serta kapasitas individu dalam menjalankan tugas yang berorientasi  pada pelayanan publik. Ketika struktur organisasi tidak berjalan dengan optimal, SDM tidak terlatih secara memadai, dan sarana prasarana tidak menunjang pelaksanaan tugas, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai. Dalam konteks ini, kinerja organisasi menjadi refleksi dari seberapa baik sistem manajemen internal bekerja untuk mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan oleh masyarakat.
Salah satu institusi pemerintah daerah yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum di tingkat lokal adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas pokok dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan ke pada masyarakat. Fungsi ini menempatkan Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang publik agar tetap tertib, aman, dan sesuai norma hukum. 
	Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Pada pasal 4 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam bagian Menimbang Perda tersebut ditegaskan:
1. bahwa ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa untuk menciptakan kota Dumai yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan terhadap masyarakat di Kota Dumai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah kota Dumai tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:
[bookmark: _Toc206974988]Tabel I. 1 
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
	Komponen
	Uraian

	Visi
	Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu  pada Budaya Melayu

	Misi
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik

	Tujuan
	[bookmark: _Hlk197953983]Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

	Sasaran
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

	Strategi
	1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui program-program penegakan peraturan
3. Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
4. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Dumai berkomitmen untuk bertransformasi menjadi institusi yang profesional, tanggap, dan mampu memenuhi ekspektasi publik terhadap terciptanya ketertiban dan perlindungan sosial di wilayah perkotaan. 
Dalam organisasi pelayanan publik, keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya bergantung pada seberapa baik sebuah program dirancang, tetapi juga sejauh mana organisasi memiliki sumber daya pendukung yang memadai. Hal-hal seperti jumlah personel, anggaran, serta sarana dan prasarana operasional merupakan unsur dasar yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas. Tanpa dukungan tersebut, berbagai rencana kerja yang telah disusun bisa saja tidak berjalan maksimal.
Sebagai contoh, dalam konteks pelaksanaan tugas di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menerapkan pola kegiatan patroli rutin. Kegiatan patroli ini terbagi menjadi dua waktu utama, yaitu patroli pagi dan patroli malam. Patroli pagi dilaksanakan oleh 14 regu, di mana setiap regu terdiri dari 6 hingga 10 personel, dengan jadwal pelaksanaan mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Fokus kegiatan patroli pagi adalah melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Sukajadi, Jalan Ombak, dan Jalan Imam Munandar. Selain itu, regu patroli juga bertugas menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat, sehingga kondisi lalu lintas dan ruang publik tetap tertib serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di pagi hari.
Sementara itu, patroli malam dilaksanakan oleh 10 regu dengan jumlah personel per regu yang sama, mulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB. Kegiatan patroli malam diarahkan pada pemantauan dan pengawasan wilayah hukum Kota Dumai untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat seperti petugas melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan, menertibkan parkir liar, menurunkan reklame atau spanduk yang tidak berizin maupun melewati batas izin. 
Selain itu, regu patroli juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam, mengantisipasi potensi gangguan ketertiban, serta merespons dengan cepat setiap laporan masyarakat. Dengan pola seperti ini, patroli tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melakukan penindakan secara langsung apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Secara keseluruhan, kegiatan patroli pagi dan malam menjadi bagian penting dari upaya Satpol PP Kota Dumai dalam mewujudkan kondisi kota yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, patroli tidak hanya berfungsi untuk mengawasi wilayah, tetapi juga menjadi sarana penertiban langsung di lapangan. Saat patroli, petugas melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan, menertibkan parkir liar, menurunkan reklame atau spanduk yang tidak berizin maupun melewati batas izin, serta memantau aktivitas hiburan malam dan kerumunan massa. Patroli juga digunakan untuk mengantisipasi potensi unjuk rasa maupun kerusuhan, dan dalam kondisi tertentu digabungkan dengan operasi lintas instansi, misalnya razia minuman keras, narkoba, penyakit masyarakat, atau operasi yustisi kependudukan.
Sementara itu, di luar patroli rutin, Satpol PP juga melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan disiplin warga agar mematuhi peraturan daerah. Bentuknya dapat berupa sosialisasi langsung ke lingkungan masyarakat, sekolah, hingga kelompok usaha, maupun penyuluhan dalam forum resmi. Satpol PP juga berperan dalam pembinaan dan pemberdayaan Linmas, pengamanan acara resmi pemerintah dan kegiatan masyarakat, penjagaan aset daerah, serta pendampingan PPNS dalam proses penyidikan pelanggaran Perda. Dengan demikian, Satpol PP tidak hanya bertugas di lapangan melalui patroli, tetapi juga berperan sebagai pembina, edukator, dan pengaman dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat.

Di sisi lain, yang tak kalah penting adalah bagaimana proses pelaksanaan tugas itu dilakukan, mulai dari koordinasi internal, kejelasan alur kerja, hingga kedisiplinan petugas di lapangan. Proses yang tidak tertata dengan baik bisa membuat program yang sederhana pun menjadi tidak efisien. Hasil langsung dari pelaksanaan tugas atau yang biasa disebut sebagai keluaran (output), seperti jumlah laporan yang ditindaklanjuti, penertiban yang dilakukan, atau dokumen kegiatan yang disusun, menjadi tolok ukur awal untuk menilai kinerja.
Namun demikian, penilaian kinerja tidak berhenti sampai di situ. Yang paling penting adalah dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik. Dampak ini berupa perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, misalnya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati aturan, berkurangnya pelanggaran di ruang publik, atau meningkatnya rasa aman dan tertib dalam lingkungan sosial. Hasil jangka menengah ini menjadi tolok ukur yang menunjukkan bahwa kerja keras organisasi tidak hanya berhenti pada angka dan laporan, tetapi benar-benar memberi manfaat konkret.
Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Tabel ini menampilkan data indikator kinerja utama seperti pemeliharaan ketertiban umum, penyelesaian pelanggaran K3, dan penegakan peraturan daerah.
[bookmark: _Toc206974989]Tabel I. 2 
Perbandingan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai Tahun 2022-2024
	No.
	Program
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024

	1
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
	100%
	37 Laporan
	45 Laporan
	70 Laporan

	
	
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
	100%
	1.164 Kasus
	1.710 Kasus
	802 Kasus

	
	
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah
	100%
	21 dari 68 Perda
(30,88%)
	16 dari 49 Perda
(32,65%)
	12 dari 20 Perda
(60%)


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel I.2, terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dengan target kinerja sebesar 100% setiap tahunnya. Target 100% ini berarti seluruh laporan, kasus, maupun peraturan yang menjadi sasaran kinerja diharapkan dapat ditindaklanjuti atau diselesaikan secara keseluruhan.
Indikator pertama, yaitu Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, menunjukkan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut, dengan rincian: 37 laporan pada tahun 2022, 45 laporan pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 70 laporan pada tahun 2024. Seluruh laporan tersebut berhasil ditindaklanjuti sepenuhnya. Indikator kedua, yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), juga mencapai target 100% setiap tahun. Pada tahun 2022 terdapat 1.164 kasus, tahun 2023 sebanyak 1.710 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 802 kasus, yang seluruhnya berhasil diselesaikan.
Indikator ketiga adalah Persentase Penegakan Peraturan Daerah, yang menunjukkan capaian 30,88% pada tahun 2022 (21 dari 68 Perda), meningkat menjadi 32,65% pada tahun 2023 (16 dari 49 Perda), dan mencapai 60% pada tahun 2024 (12 dari 20 Perda). Dalam hal ini tidak semua Perda yang memuat sanksi di tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya.
Setelah memahami capaian indikator utama tersebut, penting juga untuk melihat sejauh mana realisasi anggaran dari setiap program yang telah direncanakan. Data berikut menyajikan uraian program, kegiatan, dan realisasi anggaran Satpol PP Kota Dumai pada tahun 2024, yang mencakup besaran alokasi anggaran dan realisasi penggunaannya. Informasi ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Adapun uraian program, kegiatan, alokasi anggaran dan realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206974990]Tabel I. 3 
Program, Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	ALOKASI ANGGARAN
(Rp)
	REALISASI
	PERSENTASE (%)

	1
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	2.778.090.800
	2.717.797.692
	97,83

	
	
a
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
	2.437.296.100
	2.383.541.592
	97,79

	
	b
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	277.662.700
	273.015.000
	98,32

	
	
c
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	63.132.000
	61.241.100
	97,01

	2
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	10.762.471.620
	9.955.128.294
	92,49

	
	a
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	21.976.100
	15.464.400
	70,38

	
	b
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	6.573.329.720
	6.383.185.431
	97,11

	
	c
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	12.580.700
	11.494.000
	91,38

	
	d
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	29.445.000
	28.500.000
	96,79

	
	e
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	654.299.200
	628.093.900
	95,99

	
	f
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	136.774.560
	0
	0,00

	
	g
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.683.220.340
	2.448.780.967
	67,51

	
	h
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	650.846.000
	439.609.596
	67,51


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
	Berdasarkan data dalam Tabel I.3, terlihat bahwa sebagian besar program dan kegiatan Satpol PP Kota Dumai sudah menunjukkan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi penggunaannya. Namun, ada juga beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya lebih rendah dari jumlah yang direncanakan, bahkan ada yang belum terealisasi sama sekali. 
Masalah ini bukan terjadi karena kegiatan tidak dijalankan, tetapi karena adanya tunda bayar, yakni kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum bisa dibayarkan pada tahun 2024. Pembayarannya baru akan dilakukan pada tahun 2025 melalui kebijakan refocusing anggaran, yang otomatis membuat beberapa kegiatan tahun 2024 tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan dana.
Setelah mengetahui gambaran program, kegiatan, dan realisasi anggaran Satpol PP Kota Dumai, penilaian kinerja aparatur tidak dapat dilepaskan dari aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu indikator penting dalam hal ini adalah keterlibatan anggota Satpol PP dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
Diklat berperan penting dalam membentuk serta meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, maupun manajerial, guna mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan optimal. Berikut ini disajikan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh anggota Satpol PP Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Tabel I.4:
[bookmark: _Toc206974991]Tabel I. 4 
Jenis Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja
	No
	Jenis Diklat
	Yang Wajib Mengikuti
	Tujuan

	1
	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja
	1. Semua anggota Satpol PP (JPT Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana)
PNS yang akan diangkat dalam formasi jabatan fungsional Pol PP
2. PNS yang alih jabatan menjadi Pol PP
3. PNS yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing
	Membentuk kompetensi dasar Pol PP: pemahaman tugas pokok, fungsi, etika, disiplin, serta wawasan kebangsaan

	2
	Diklat Teknis Polisi Pamong Praja
	1. Anggota Pol PP yang sudah mengikuti diklat dasar
2. Pejabat fungsional Pol PP kategori keterampilan maupun keahlian
	Meningkatkan kemampuan teknis sesuai bidang tugas (penegakan perda, operasi lapangan, penyidikan, dll.)

	3
	Diklat Fungsional Polisi Pamong Praja
	1. Pejabat fungsional Pol PP
2. Anggota Pol PP yang akan naik dari kategori keterampilan ke kategori keahlian
	Meningkatkan kompetensi sesuai standar jabatan fungsional; memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan

	4
	Diklat Manajerial (Diklatpim)
	Pejabat struktural di Satpol PP (Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Seksi)
	Meningkatkan kemampuan manajerial, perencanaan, dan evaluasi kinerja

	5
	Diklat Penunjang
	Seluruh anggota, sesuai kebutuhan tugas
	Memberikan keterampilan tambahan untuk mendukung tugas Pol PP


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel I.4, dapat diketahui bahwa terdapat lima jenis pendidikan dan pelatihan yang idealnya diikuti oleh anggota Satpol PP Kota Dumai. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan diklat belum dapat menjangkau seluruh anggota Satpol PP secara merata. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan, yang berdampak pada penyusutan atau penundaan beberapa kegiatan pelatihan. 
Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Adi Irwanto, S.Sos selaku Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada hari/tanggal: Rabu, 18 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Beliau menyampaikan bahwa:
“Ya, kalau untuk diklat ini, masalahnya memang di anggaran saja. Banyak program pelatihan yang sebenarnya sudah direncanakan, tapi karena alokasi dana yang terbatas, pelaksanaannya jadi tertunda atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali.”
Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap proses pembinaan dan pengembangan SDM dalam organisasi. Anggota yang belum mendapatkan pelatihan berisiko mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur teknis, regulasi terbaru, hingga standar operasional pelayanan. Akibatnya, kinerja organisasi dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah tidak dapat berjalan secara optimal di seluruh bagian.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis menemukan beberapa gejala masalah antara lain:
1. Terdapatnya realisasi beberapa kegiatan yang lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada Tabel I.3.
2. Terdapatnya keterbatasan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP akibat keterbatasan anggaran.
[bookmark: _Hlk206765564]Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a.	Untuk mengetahui Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
b.	Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai rekomendasi dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu Administrasi khususnya  pada kajian Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama.


BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang dianggap sesuai dengan permasalahan penulis dalam meneliti. Salah satunya teori-teori yang berhubungan dengan Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Untuk dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian ini, maka perlu dijelaskan berbagai konsep teori yang digunakan diantaranya adalah Kinerja Organisasi.
1. Kinerja
Istilah kinerja berasal dari terjemahan kata “performance” yang oleh para akademisi kerap dipahami sebagai “penampilan”, “hasil kerja”, ataupun “prestasi”. Secara umum, istilah ini menggambarkan bagaimana seseorang melaksanakan tugas serta sejauh mana pencapaian yang diperolehnya ketika dilakukan penilaian. (Santoso et al., 2018)
Menurut (Wibowo, 2013) Kinerja merupakan terjemahan dari istilah performance. Sebagian orang memaknainya sebagai hasil kerja atau prestasi, namun sesungguhnya kinerja memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada output , tetapi juga mencakup bagaimana suatu pekerjaan dijalankan. 
(Moeheriono, 2012) menjelaskan bahwa kinerja atau performance adalah cerminan dari tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, serta misi organisasi yang telah ditetapkan melalui perencanaan strategis.
Menurut (Rivai & Basri, 2005) Kinerja dipahami sebagai output  atau tingkat pencapaian seorang individu dalam menyelesaikan tugasnya pada suatu periode tertentu, dengan tolok ukur berupa standar, target, maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Mathis & Jackson, 2006) menyebutkan bahwa kinerja pada hakikatnya menunjukkan perilaku yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh seorang pegawai. Pengelolaan kinerja mencakup berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan capaian organisasi, baik pada level individu maupun tim kerja.
(Luthans, 2005) menyatakan bahwa kinerja dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja menurut (Robbins, 2006) antara lain:
a. Efektivitas dan efisiensi, berkaitan dengan penggunaan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal.
b. Otoritas, berkaitan dengan wewenang yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya.
c. Disiplin dan inisiatif, menggambarkan tanggung jawab serta kreativitas individu dalam melaksanakan pekerjaan.
Menurut (Keban, 2008) kinerja merupakan terjemahan dari istilah performance, yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. Sedangkan menurut (Mahsun, 2006) Kinerja merupakan cerminan dari tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, aktivitas, ataupun kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Umumnya, kinerja tersebut tercantum dalam perencanaan strategis (strategic planning) yang telah dirumuskan oleh organisasi.
Terkait dengan konsep kinerja tersebut, (Rummler & Brache, 2007) mengemukakan ada tiga level kinerja, yaitu:
a. Kinerja organisasi, yakni hasil yang dicapai pada lingkup organisasi atau unit analisis organisasi. Pada level ini, kinerja berkaitan erat dengan tujuan organisasi, struktur organisasi, serta pengelolaan organisasi.
b. Kinerja proses, yaitu kinerja yang muncul dalam tahapan menghasilkan produk maupun layanan. Tingkat kinerja pada tahap ini dipengaruhi oleh sasaran proses, rancangan proses, serta pengelolaan proses.
c. Kinerja individu/pekerjaan, yakni tingkat pencapaian atau efektivitas kerja pada level pegawai. Kinerja di tingkat individu dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, pengelolaan pekerjaan, serta karakteristik personal pegawai.
2. Organisasi
Secara etimologis, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti alat atau instrumen. Secara sederhana, organisasi merupakan alat bantu bagi manusia. Menurut Robbins (2006), organisasi yang lebih menyeluruh menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang secara sengaja dibentuk untuk jangka waktu relatif panjang, terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi, memiliki pola kerja terstruktur, serta diarahkan guna mencapai tujuan bersama maupun sejumlah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Indrawijaya, 2010)
Dengan istilah lain, organisasi adalah kesatuan sosial atau entitas yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu relatif panjang, terdiri dari paling sedikit dua orang yang menjalankan aktivitas secara terkoordinasi, teratur, dan terstruktur, dengan tujuan tertentu serta ciri khas yang membedakannya dari entitas lain (Sobirin, 2007)
 Pada dasarnya, organisasi memiliki lima karakteristik utama, yaitu:
1. Unit/entitas sosial
Organisasi adalah produk rekayasa sosial yang diciptakan oleh manusia, bersifat abstrak dan tidak tampak secara fisik. Karena itu, organisasi sering disebut sebagai artificial being. Meskipun bukan entitas nyata, organisasi tetap memerlukan sarana fisik seperti gedung, peralatan kantor, atau mesin untuk menjalankan kegiatannya sekaligus memudahkan pengenalannya sebagai kesatuan sosial.
2. Beranggotakan minimal dua orang
Sebagai produk ciptaan manusia, organisasi bisa dibentuk oleh satu orang, dua orang, atau lebih yang sepakat serta memiliki visi yang sama dalam pendiriannya. Manusia menjadi unsur pokok dalam organisasi, karena tanpa partisipasi manusia, sebuah entitas sosial tidak dapat dikatakan sebagai organisasi. Konsep ini sering dirangkum dengan istilah organization is by people for people, yang berarti organisasi dibuat oleh manusia dan untuk kepentingan manusia.
3. Berpola kerja yang terstruktur
Berdasarkan definisi di atas, suatu unit sosial dapat disebut organisasi jika memiliki minimal dua anggota yang bekerja secara terkoordinasi serta mengikuti pola kerja yang jelas dan terstruktur. Jika suatu kelompok individu berkumpul tanpa koordinasi atau sistem kerja yang jelas, maka mereka belum dapat disebut sebagai organisasi, melainkan hanya sekadar kumpulan individu.
4. Memiliki tujuan
Organisasi didirikan agar sekelompok orang yang tergabung di dalamnya dapat lebih mudah mencapai tujuan mereka dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri.
5. Memiliki identitas diri
Mesin dapat dibedakan melalui bentuk fisiknya, sedangkan lagu dapat dikenali dari nada dan suaranya. Namun, organisasi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata sehingga membedakannya dengan organisasi lain menjadi lebih kompleks. Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membedakan satu organisasi dengan lainnya adalah:
Pertama, organisasi bersifat intangible dan abstrak, sehingga tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Kedua, Sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, organisasi memungkinkan anggotanya untuk berinteraksi dengan individu di luar organisasi. Ketiga, seseorang dapat menjadi anggota lebih dari satu organisasi sekaligus, sehingga batasan antara organisasi bisa menjadi tidak jelas jika hanya dilihat dari keanggotaannya (Sobirin, 2007)
3. Kinerja Organisasi
Menurut Etzioni dalam (Keban, 2008) kinerja organisasi menggambarkan sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya. Sedangkan menurut Bastian dalam (Tangkisilan, 2005), kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.
Menurut Wahyudi dalam (Umam, 2010) penilaian atau pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi kinerja yang mencakup pengembangannya. Sementara itu, Henry Simamora mendefinisikan pengukuran kinerja atau penilaian kinerja sebagai proses yang digunakan organisasi dalam menilai pelaksanaan kinerja (Umam, 2010).
Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi dalam usahanya mencapai tujuan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya menunjukkan sejauh mana organisasi dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Surjadi, 2009).
Kinerja organisasi merujuk  pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti memberikan layanan yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik (Firmansyah et al., 2022). Sedangkan menurut Quansah (2013) Kinerja Organisasi adalah Hasil akhir organisasi yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Suryani & John, 2018) 
Menurut Miner dalam (Sudarmanto, 2009) terdapat empat dimensi utama dalam pengukuran kinerja organisasi, yaitu:
1. Kualitas, mencakup tingkat kesalahan, kerusakan, serta ketelitian.
2. Kuantitas, yakni jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, meliputi tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, serta waktu kerja efektif.
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
Menurut Dwiyanto dalam (Sinambela & Sinambela, 2019), ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:
1. Produktivitas, yang tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga efektivitas. Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan output .
2. Kualitas layanan, yang diukur berdasarkan penilaian dari masyarakat pengguna jasa.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, yang menjelaskan apakah kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau tidak. Hal ini dinilai melalui analisis dokumen dan laporan kegiatan organisasi.
5. Akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Menurut Harbour dalam (Sudarmanto, 2009) pengukuran kinerja organisasi dapat dilihat dari enam aspek utama, yaitu:
1. Produktivitas, yaitu kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa.
2. Kualitas, yakni memastikan barang dan jasa yang diproduksi memenuhi standar kualitas.
3. Ketepatan waktu (timeliness), yang mengukur waktu yang diperlukan dalam menghasilkan produk atau layanan.
4. Putaran waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam setiap proses perubahan barang dan jasa hingga sampai ke konsumen.
5. Penggunaan sumber daya, yakni sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan produk atau jasa.
6. Biaya, yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa.
Menurut Soesilo dalam (Tangkisilan, 2005) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi terdiri atas lima aspek utama:
1. Struktur organisasi yaitu hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjelaskan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan pengelolaan yang meliputi visi dan misi organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas.
3. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk dipergunakan dalam meningkatkan kinerja organisasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan setiap aktivitas organisasi.
Menurut Ruky dalam (Tangkisilan, 2005) terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja organisasi, yaitu:
1. Teknologi, mencakup peralatan serta metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan.
2. Kualitas input, yaitu bahan baku serta sumber daya yang digunakan dalam organisasi.
a. Lingkungan kerja, termasuk aspek keselamatan kerja, tata ruang kantor, serta kebersihan lingkungan kerja.
b. Budaya organisasi, yakni pola tingkah laku serta pola kerja yang ada dalam organisasi.
c. Kepemimpinan, yang berperan dalam mengarahkan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
3. Pengelolaan sumber daya manusia, yang mencakup kompensasi, penghargaan, serta promosi bagi pegawai.
Menurut Mahsun dalam (Sinambela & Sinambela, 2019) pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi enam aspek, yaitu:
a. [bookmark: _Hlk197773295]Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
b. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
c. [bookmark: _Hlk197773350]Kelompok luaran (output ) adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible), maupun tidak berwujud (intangible).
d. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan  pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
e. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
f. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
B. Operasional Variabel Penelitian
Operasional variabel penelitian berfungsi sebagai batasan yang memudahkan pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan. Adapun konsep-konsep yang dioperasionalkan adalah sebagai berikut:
1. Analisis
Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah proses mengkaji secara mendalam dan sistematis berbagai komponen yang memengaruhi kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai, termasuk faktor pendukung, penghambat, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Kinerja
Yang dimaksud dengan kinerja dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai oleh Satpol PP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta pelanggaran lainnya di wilayah Kota Dumai.
3. Organisasi
Yang dimaksud dengan organisasi dalam penelitian ini adalah suatu entitas atau lembaga yang memiliki struktur, tujuan, serta pembagian tugas dan wewenang yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud adalah Satpol PP Kota Dumai.
4. Kinerja Organisasi
Yang dimaksud dengan kinerja organisasi dalam penelitian ini adalah sejauh mana Satpol PP Kota Dumai dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, serta efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas penertiban dan pengawasan.
Untuk mempermudah analisis dan menghindari kesalahan dalam pengertian serta pemahaman dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan variabel yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahsun dalam (Sinambela & Sinambela, 2019):
1. Kelompok masukan (input)
Menurut Mahsun, kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, seperti sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana. Masukan mencakup jumlah dan kompetensi personel, tingkat pendidikan dan pelatihan, serta ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok masukan (input) adalah segala bentuk sumber daya awal yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Dumai yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Masukan mencerminkan kesiapan organisasi dalam hal ketersediaan personel, kapasitas melalui pelatihan, serta dukungan anggaran. Kelompok masukan dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya jumlah personel Satpol PP yang mencukupi untuk menegakkan perda dan ketertiban umum.
b. Adanya program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas personel Satpol PP.
c. Adanya ketersediaan anggaran operasional yang memadai.
2. Kelompok proses (process)
Menurut Mahsun, proses adalah aktivitas atau mekanisme kerja internal organisasi yang mengubah input menjadi output . Proses mencakup pelaksanaan patroli, penegakan peraturan daerah, koordinasi antar bidang, dan sistem pelaporan di lingkungan kerja Satpol PP. 
Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok proses (process) adalah serangkaian aktivitas teknis dan administratif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Proses mencerminkan bagaimana tugas diimplementasikan di lapangan serta mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kelompok proses dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai SOP Satpol PP.
b. Adanya pengawasan terhadap kegiatan penertiban di lapangan.
c. Adanya evaluasi atas kegiatan penegakan peraturan daerah.
3. Kelompok luaran (output )
Menurut Mahsun, luaran adalah hasil langsung dari proses yang dilakukan organisasi, baik berupa barang maupun jasa. Luaran mencakup jumlah operasi penertiban, jumlah pelanggaran yang ditindak, serta laporan kegiatan yang dihasilkan Satpol PP.
 Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok luaran (output ) adalah semua bentuk hasil yang diperoleh setelah kegiatan operasional Satpol PP dilaksanakan. Luaran menunjukkan efektivitas kerja jangka pendek dan menjadi indikator apakah proses yang dilaksanakan telah membuahkan hasil sesuai target. Kelompok luaran dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a.   Adanya jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak atau ditertibkan.
b. Adanya laporan kegiatan yang disusun oleh personel setelah pelaksanaan penertiban.
c. Adanya rekapitulasi jumlah pelanggaran Perda yang ditindak selama satu tahun.
4. Kelompok hasil (outcome)
Menurut Mahsun, hasil adalah dampak jangka pendek dari output  yang dihasilkan organisasi terhadap masyarakat atau wilayah sasaran. Hasil mencakup meningkatnya ketertiban umum, berkurangnya pelanggaran perda, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan Satpol PP. 
Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok hasil (outcome) adalah dampak jangka menengah dari aktivitas Satpol PP Kota Dumai yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta perubahan perilaku masyarakat terhadap ketertiban dan hukum. Kelompok hasil dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya peningkatan kualitas kinerja organisasi Satpol PP.
b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
c. Adanya penurunan jumlah pelanggaran di wilayah Kota Dumai.
5. Kelompok manfaat (benefit)
Menurut Mahsun, manfaat (benefit) adalah dampak jangka menengah hingga panjang yang menunjukkan tercapainya tujuan organisasi. Manfaat mencakup terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan tujuan penegakan perda oleh Satpol PP.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok manfaat (benefit) adalah kondisi sosial yang lebih tertib, nyaman, dan aman sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi Satpol PP. Manfaat mencerminkan kontribusi nyata lembaga terhadap masyarakat dalam menciptakan keteraturan dan perlindungan sosial. Kelompok manfaat dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. [bookmark: _Hlk206762211]Adanya peningkatan kepatuhan masyarakat Dumai terhadap aturan daerah.
b. Adanya penurunan kasus pelanggaran ketertiban di wilayah kota.
c. Adanya peningkatan kinerja Satpol PP dari sisi pelayanan publik.
6. Kelompok dampak (impact)
Menurut Mahsun, dampak adalah pengaruh luas yang timbul akibat pelaksanaan program terhadap kehidupan sosial, ekonomi, atau politik. Dampak mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, efektivitas pemerintahan daerah, serta penguatan tata kelola ketertiban umum.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok dampak (impact) adalah perubahan besar dan menyeluruh yang terjadi di masyarakat Kota Dumai sebagai hasil jangka panjang dari peran dan kinerja Satpol PP, termasuk dalam membentuk budaya tertib serta memperkuat kolaborasi antara aparat dan warga. Kelompok dampak dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kondisi Kota Dumai yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.
b. Adanya dukungan Satpol PP dalam menciptakan kenyamanan ruang publik.
c. Adanya sinergi antara masyarakat dan petugas dalam menjaga ketertiban.
Setiap indikator terdiri dari tiga sub-indikator yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Untuk meningkatkan ketepatan analisis data, setiap sub-indikator akan dikategorikan dalam lima tingkatan penilaian sebagai berikut:
Baik (B) diberikan skor 			: 3
Cukup Baik (CB) diberikan skor 		: 2
Tidak baik (TB) diberikan skor 		: 1


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tertentu di mana peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan  pada kesesuaian dengan masalah penelitian serta kemudahan akses untuk memperoleh data yang relevan (Sugiyono, 2020)
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas, Kota Dumai, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Satpol PP Kota Dumai sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan pengelolaan ketertiban umum di wilayah tersebut. Kota Dumai dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika permasalahan terkait penegakan peraturan dan pengawasan ketertiban umum yang cukup kompleks.
Lokasi ini dipilih karena Satpol PP Kota Dumai memainkan peran penting dalam menertibkan berbagai aspek ketertiban, seperti pengawasan terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) serta penegakan peraturan daerah yang berlaku.
B. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti oleh peneliti (Amruddin et al., 2022). Populasi ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena tertentu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai, karena seluruh pegawai memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi organisasi.
Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili karakteristik keseluruhan populasi. Menurut (Sugiyono, 2013), apabila populasi terlalu besar dan peneliti memiliki keterbatasan dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, maka pengambilan sampel menjadi langkah yang lebih efektif untuk memperoleh data yang representatif. Dengan menggunakan sampel, peneliti dapat tetap mendapatkan gambaran yang akurat tentang populasi tanpa harus meneliti seluruh anggota populasi.
Dalam penelitian ini, jumlah populasi yang ada berjumlah 184 orang. Karena jumlah populasi cukup besar, penulis menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik ini dipilih agar pengambilan sampel lebih sistematis berdasarkan unit-unit organisasi yang sudah jelas, sehingga setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peluang untuk terwakili dalam penelitian.
Selain itu, peneliti juga menetapkan bahwa unsur pimpinan organisasi seperti Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi akan diambil seluruhnya sebagai responden dengan metode total sampling, mengingat peran mereka yang strategis serta jumlahnya yang relatif sedikit. Sementara itu, untuk kelompok PNS dan TKPK yang jumlahnya lebih banyak, penentuan sampel dilakukan secara Purposive Sampling menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5% sebagai berikut :
[image: ]
Dengan N = 184 dan e = 0,05 (5%), maka diperoleh:
[image: ]
Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 126 orang. Jumlah tersebut kemudian dibagi sesuai proporsi masing-masing kelompok, yaitu unsur pimpinan diambil seluruhnya, sedangkan untuk PNS dan TKPK ditentukan secara proporsional. Untuk lebih jelas populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat melalui Tabel III.1 berikut ini:
[bookmark: _Toc206975144]Tabel III. 1 
Populasi dan Sampel Penelitian
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
	No
	Sub Pegawai
	Populasi (Orang)
	Sampel (Orang)
	Persentase
(%)

	1
	Kepala Satuan
	1
	1
	100

	2
	Sekretaris
	1
	1
	100

	3
	Kepala Bidang
	3
	3
	100

	4
	Kepala Subbagian
	2
	2
	100

	5
	Kepala Seksi
	6
	6
	100

	6
	PNS
	72
	49
	-

	7
	TKPK
	99
	64
	-

	Jumlah
	184
	126
	-


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
C. Jenis Data
Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:
1. Data Primer
Menurut Widodo (2023) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti saat penelitian atau data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date (Widodo et al., 2023). Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani et al., 2020). 
Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:
1) Masukan (Input)
2) Proses (Process)
3) Luaran (Output )
4) Hasil (Outcome)
5) Manfaat (Benefit)
6) Dampak (Impact)


2. Data Sekunder
Widodo (2023) menjelaskan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (Widodo et al., 2023). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, atau laporan-laporan resmi  pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, seperti:
a) Sejarah berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
b) Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
c) Struktur Organisasi, rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
d) Keadaan dan Komposisi pegawai 
e) Sarana dan prasarana kerja
D. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memahami fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Observasi 
Observasi membantu peneliti memahami konteks sosial secara lebih komprehensif. Peneliti akan terlibat langsung atau mengamati proses penertiban yang dilakukan Satpol PP untuk mencatat perilaku, prosedur, dan tantangan yang dihadapi (Sugiyono, 2020).
2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2020), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020). 
3. Kuesioner (Angket)
Kuesioner adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis ke pada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2020).
E. Analisa Data
Analisis data dilakukan setelah semua data dari responden atau sumber penelitian terkumpul. Tahap ini mencakup pengelompokan data berdasarkan variabel dan responden, penyusunan dalam tabel, penyajian data tiap variabel yang diteliti, serta perhitungan untuk menjawab rumusan masalah (Iba & Wardhana, 2024)
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi (Sugiyono, 2020).
Dalam penelitian ini, Skala Likert digunakan sebagai alat ukur dalam kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2022) Skala Likert berfungsi untuk mengukur pendapat, atau persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial yang telah ditetapkan sebagai variabel penelitian. 
Setiap jawaban responden diberi skor dalam rentang 1-3, dengan kategori sebagai berikut:
1 = Tidak baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
Untuk menganalisis hasil jawaban responden  pada setiap variabel dan indikator, digunakan skala interval guna mengetahui kecenderungan tanggapan responden. Penelitian ini melibatkan 126 responden, dengan masing-masing indikator terdiri dari 3 pertanyaan. Selanjutnya, interval untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut.
a. Pengukuran untuk Setiap Indikator
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menentukan skor tertinggi dan terendah dengan perhitungan sebagai berikut : (nilai skor) x (sub indikator) x (jumlah responden), maka untuk kategori tiap indikator adalah:
a. Skor Tertinggi 	3 × 3 × 126 = 1.134
b. Skor Terendah 	1 × 3 × 126 = 378
Nilai rata-rata dihitung berdasarkan Skala Likert (1-3) untuk menentukan kategori nilai, mulai dari sangat tidak baik hingga sangat baik. Skor responden digunakan untuk menyusun tabel kategori nilai dengan menghitung skor tertinggi, terendah, jumlah kelas, dan jarak interval menggunakan rumus menurut (Widoyoko, 2022), yaitu : 



Maka kategori penilaian tiap indikator adalah sebagai berikut :
	Kategori
	Interval Skor

	Baik
	882 – 1.134

	Cukup Baik
	630 – 882

	Tidak baik
	378 – 630


Untuk mengetahui lebih jelas kriteria yang telah ditetapkan dari skor
yang diperoleh untuk setiap indikator dalam penelitian ini dapat dilihat
berdasarkan garis kontinum dibawah ini:
		
378	TB	630             CB	              882                B	            1.134
b. Pengukuran untuk Seluruh Indikator
Untuk menentukan kategori keseluruhan dari semua indikator, dilakukan perhitungan dengan cara yang sama, yaitu menentukan skor tertinggi dan terendah dengan perhitungan sebagai berikut : (nilai skor) x (jumlah sub indikator) x (jumlah responden), maka untuk kategori tiap indikator adalah:
a. Skor Tertinggi = 3 × 18 × 126 = 6.804
b. Skor Terendah = 1 × 18 × 126 = 2.268
Nilai rata-rata dihitung berdasarkan Skala Likert (1–3) untuk menentukan kategori nilai, mulai dari sangat tidak baik hingga sangat baik. Skor responden digunakan untuk menyusun tabel kategori nilai dengan menghitung skor tertinggi, terendah, jumlah kelas, dan jarak interval menggunakan rumus menurut (Widoyoko, 2022), yaitu : 



Maka kategori penilaian seluruh indikator adalah sebagai berikut :
	Kategori
	Interval Skor

	Baik
	5.292 – 6.804

	Cukup Baik
	3.780 – 5.292

	Tidak baik
	2.268 – 3.780


Untuk mengetahui lebih jelas kriteria yang telah ditetapkan dari skor
yang diperoleh untuk setiap indikator dalam penelitian ini dapat dilihat
berdasarkan garis kontinum dibawah ini:
		
2.268	TB	3.780             CB	           5.292                  B            6.804
Selain menganalisis data menggunakan skor, penulis juga akan menyajikan hasil jawaban responden dalam bentuk persentase. Hasil ini akan divisualisasikan menggunakan diagram pie dan garis kontinum untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami.


BAB IV
GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI
A. Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
1. Berdirinya Polisi Pamong Praja
Polisi pamong praja pertama sekali didirikan di yogyakarta pada tahun 1950. Nama polisi pamong praja pada saat itu bernama “Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewan” dan telah mengalami 4 kali pergantian nama, diantaranya:
a. Detasemen Polisi Pamong Praja
b. Pagar Praja
c. Kesatuan Pagar Praja
d. Dan Saat Ini Bernama Polisi Pamong Praja
Polisi pamong praja lahir pada tahun 1950 dan hari jadi polisi pamong praja jatuh pada tanggal 03 maret setiap tahunnya.
2. Dasar Pembentukan Polisi Pamong Praja
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Polisi Pamong Praja Karena Tidak Sesuai Dengan Jiwa Dan Semangat Otonomi Daerah Maka Diganti Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh PP No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
c. PP No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
d. PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
e. Kantor Satpol PP Kota Dumai Pertama Kali Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Yang Telah Dirubah Dengan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2002;
f. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Maka Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Satpol PP Kota Dumai Didasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2005;
g. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); telah di rubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).
h. Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
i. Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
j. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Visi satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu “Menuju Kota Dumai Yang Aman Dan Tertib”. Visi ini dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era reformasi ini. Satuan polisi pamong praja kota Dumai mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas serta pengabdian dibidang penegakan dan pengamanan perda. Cita-cita terserbut diwujudkan dengan memberikan kontribusi dibidang pengamanan terhadap pelaksanaan otonomi daerah agar tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat tiga misi yang harus diemban yaitu:
1. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat kota dumai terhadap norma-norma yang berlaku.
3. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman gangguan trantibmas.
Dengan demikian, satuan polisi pamong praja kota dumai dalam aksi tindak yang nyata siap melaksanakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
C. Struktur Organisasi, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 
Struktur organisasi ini merupakan tampilan dari kejelasan kerangka pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab atau tata kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang bersifat menggambarkan komposisi personel serta unit kerja yang ada di dalamnya. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yang dapat dilihat pada bagan berikut:
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Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Selanjutnya mengenai rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat di uraikan sebagai berikut:
Kepala
(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Satuan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat
(1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.
(2) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja;
d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
f. penataan organisasi dan tata laksana;
g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
h. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, sebagai berikut:
a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana stratejik organisasi;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya;
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
(1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut:
a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. menyiapkan pengumpulan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Penegakan Peraturan Perundangan
(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundangan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbingan dalam ketersediaan, pengadaan, pengolahan, standarisasi penegakan peraturan perundangan daerah.
(2) Bidang Penegakan Peraturan Perundangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, sosialisasi, analisis ketersediaan, pengadaan, penyusunan bahan Pengawasan.
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang- undangan daerah;
d. mengawasi penegakan perundang-undangan daerah;
e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pengawasan;
f. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
g. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
h. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
i. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
j. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut. 
(3) Bidang Penegakan Peraturan Perundangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
Bidang Penegakan Peraturan Perundangan terdiri dari:
a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, sosialisasi, prognosa, analisis standarisasi penyelidikan dan penyidikan.
(2) Uraian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
d. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam operasi yustisi;
e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan;
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah;
g. melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan dan putusan verstek;
h. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelidikan dan penyidikan;
i. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan  mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
j. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
k. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat di selesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
l. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
m. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
(1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, sosialisasi, prognosa pembinaan dan penyuluhan.
(2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menyusun program kegiatan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota kepada mayarakat;
c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
d. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan dan penyuluhan;
e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
f. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
g. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
h. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
i. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
k. menyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang kerjasama;
b. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan naskah kerjasama penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait dalam hal kerjasama penertiban gabungan dan/atau operasi gabungan;
d. memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
e. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang kerjasama;
f. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
g. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
h. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan; 
i. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
j. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut. 
(3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
b. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang operasi dan pengendalian.
(2) Uraian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian, sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menyelenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang- undangan daerah;
c. melaksanakan pengendalian operasional dalam penegakan Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
e. menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
f. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang operasi dan pengendalian;
g. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
h. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
i. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
j. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
k. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
m. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
(1) Seksi Pemantauan dan Tindak Internal, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pemantauan dan tindak internal.
(2) Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Tindak Internal, sebagai berikut:
a. menyusun rencana program kegiatan pertahun anggaran berdasarkan tugas,  fungsi dan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan  kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan  dan peningkatan karier;
f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil baik secara tertulis maupun secara lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
g. mengonsep naskah dinas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
h. menyelenggarakan pengawalan pejabat dan orang-orang penting di lingkungan Pemerintah Daerah;
i. melakukan pemantauan, penyelidikan terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan pengamanan aset;
j. melakukan penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan penegakan  Kode Etik Profesi dan Kelembagaan;
l. melaksanakan pemantauan terhadap aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
m. melaksanakan pengawasan dan pengontrolan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan dan kode etik;
n. melaksanakan pelaporan evaluasi penyelenggaraan pemantauan dan tindak internal;
o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran bedasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang secara  periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
q. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Sumber Daya Aparatur
(1) Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas menyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis di bidang sumber daya aparatur.
(2) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas. 
b. merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
c. menyusun instrument pengusulan dan pengolahan data sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
d. mengusulkan, mengumpulkan, pelaporan, pengelolaan, menetapkan dan memproses pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 
e. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pelatihan; 
f. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 
g. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 
h. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
i. membagikan tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 
j. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
k. mengkoordinir kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(3) Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
a. Seksi Satlinmas;
b. Seksi Data, Informasi dan Pelatihan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Seksi Satlinmas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang Satlinmas.
(2) Uraian tugas Seksi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
b. menyiapkan dan membina sumber daya Satlinmas dan potensi masyarakat;
c. menyiapkan dan menyusun bahan kebutuhan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat;
d. melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
e. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan serta pengerahan satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
f. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satlinmas;
g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
(2) Seksi Data, Informasi dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas.
(3) Uraian tugas Seksi Data, Informasi dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;
c. memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan gangguan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarkat, perlindungan masyarakat serta bencana alam dan non alam; 
d. menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; 
e. mengoordinasikan pengembangan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dengan instansi terkait; 
f. menyiapkan bahan penyusunan pengaturan, kebijakan / standarisasi / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis / prosedur tetap dan pedoman peningkatan kemampuan, pengerahan dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
h. mengumpulkan dan mengolah data Satlinmas dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
i. menyiapkan dan mengarsipkan data Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas dan kebencanaan;
j. mendata dan melaporkan jumlah pengungsi, korban jiwa dan kerugian materi akibat gangguan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta bencana alam dan non alam; dan 
k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. 
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. ketua tim; dan 
b. anggota tim 
(4) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. 
(5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
D. Keadaan dan Komposisi 
Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, tidak terkecuali pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Keberadaan dan komposisi pegawai yang ada di lingkungan Satpol PP Kota Dumai menunjukkan kondisi aktual dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kelompok usia yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan SDM ke depannya.
a. Keadaan Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari data Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jumlah jenis kelamin yang dapat dilihat dari Tabel IV.1 dibawah ini:
[bookmark: _Toc206975556]Tabel IV. 1 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No.
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1
	Laki-Laki
	55
	63
	118
	64,13

	2
	Perempuan
	30
	36
	66
	35,87

	Jumlah
	85
	99
	184
	100


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.1, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dari total 184 pegawai, 64,13% di antaranya adalah laki-laki, sedangkan sisanya 35,87% adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai laki-laki masih mendominasi komposisi personel Satpol PP Kota Dumai.
b. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari data Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jumlah jenis kelamin yang dapat dilihat dari Tabel IV.2 dibawah ini:
[bookmark: _Toc206975557]Tabel IV. 2 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1
	SMA
	15
	80
	95
	51,63

	2
	D3
	12
	5
	17
	9,24

	3
	S1
	50
	14
	64
	34,78

	4
	S2
	8
	-
	8
	4,35

	Jumlah
	85
	99
	184
	100


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Dari Tabel IV.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA, yaitu sebanyak 95 orang atau 51,63%. Diikuti oleh lulusan Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 64 orang 34,78%, lulusan diploma 3 (D3) sebanyak 17 orang 9,24%, dan Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 8 orang 4,35%. 
c. Keadaan dan Komposisi pegawai Berdasarkan Usia
Dari data Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jumlah usia yang dapat dilihat dari Tabel IV.3 dibawah ini:
[bookmark: _Toc206975558]Tabel IV. 3 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia
	No.
	Umur
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1
	18-24 Tahun
	4
	29
	33
	17,93

	2
	25-34 Tahun
	43
	36
	79
	42,93

	3
	35-44 Tahun
	22
	29
	51
	27,72

	4
	45-60 Tahun
	16
	5
	21
	11,41

	Jumlah
	85
	99
	184
	100


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, kelompok usia terbanyak berada pada rentang 25–34 tahun sebanyak 79 orang atau 42,93%. Disusul oleh kelompok usia 35–44 tahun sebanyak 51 orang (27,72%), usia 18–24 tahun sebanyak 33 orang (17,93%), dan usia 45–60 tahun sebanyak 21 orang (11,41%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai masih berada dalam usia produktif.
d. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat
Dari data yang diperoleh pada Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan pangkat dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini:
[bookmark: _Toc206975559]Tabel IV. 4 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
	No.
	Pangkat
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Pembina Tk. I
	1
	1,18

	2
	Pembina
	4
	4,71

	3
	Penata Tk. I
	9
	10,59

	4
	Penata
	2
	2,35

	5
	Penata Muda Tk. I
	17
	20,00

	6
	Penata Muda
	33
	38,82

	7
	Pengatur Tk. I
	4
	4,71

	8
	Pengatur
	13
	15,29

	9
	Pengatur Muda Tk. I
	1
	1,18

	10
	Pengatur Muda
	1
	1,18

	Total
	85
	100%


Sumber Data: Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.4, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terbagi dalam beberapa pangkat. Pangkat Pembina Tingkat I ditempati oleh 1 orang atau sebesar 1,18%, sedangkan Pembina sebanyak 4 orang (4,71%). Pangkat Penata Tingkat I diisi oleh 9 orang (10,59%) dan Penata sebanyak 2 orang (2,35%). Pangkat yang paling banyak ditempati adalah Penata Muda Tingkat I sebanyak 17 orang (20,00%) dan Penata Muda sebanyak 33 orang (38,82%). Selanjutnya, pangkat Pengatur Tingkat I sebanyak 4 orang (4,71%), Pengatur sebanyak 13 orang (15,29%), serta Pengatur Muda Tingkat I dan Pengatur Muda masing-masing sebanyak 1 orang (1,18%).

E. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi maupun operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan agar tugas-tugas organisasi, seperti penertiban, pengawasan, dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang ada, berikut disajikan data tentang jumlah, kelayakan, serta tingkat kerusakan masing-masing sarana yang digunakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai:
[bookmark: _Toc206975560]Tabel IV. 5 
Sarana dan Prasarana
	No
	Sarana dan
Prasarana
	Jumlah
	Baik
	Rusak
Ringan
	Rusak
Berat

	1
	Ruang Kantor
	12
	12
	-
	-

	2
	Ruang Rapat
	1
	1
	-
	-

	3
	Ruang PPNS
	1
	1
	-
	-

	4
	Ruang Intrograsi
	1
	1
	-
	-

	5
	Tempat parkir
	1
	1
	-
	-

	6
	Gudang
	2
	2
	-
	-

	7
	Mesin Absensi
	1
	1
	-
	-

	8
	Meja Kerja
	20
	18
	2
	-

	9
	Meja Rapat
	2
	2
	-
	-

	10
	Meja Komputer
	13
	13
	-
	-

	11
	Meja Partisi
	1
	1
	-
	-

	12
	Meja Eselon
	12
	12
	-
	-

	13
	Kursi Staff
	52
	52
	-
	-

	14
	Kursi Eselon
	13
	13
	-
	-

	15
	Sofa
	5
	5
	-
	-

	16
	Komputer
	26
	26
	-
	-

	17
	Laptop
	9
	6
	-
	3

	18
	Printer
	20
	20
	-
	-

	19
	Speaker
	2
	2
	-
	-

	20
	Sound System
	1
	1
	-
	-

	21
	Proyektor
	1
	1
	-
	-

	22
	Kipas Angin
	5
	5
	-
	-

	23
	TV
	4
	3
	-
	1

	24
	Mesin Foto Copy
	1
	-
	-
	1

	25
	CCTV
	16
	16
	-
	-

	26
	Filing Cabinet
	14
	14
	-
	-

	27
	Lemari Arsip
	11
	11
	-
	-

	28
	AC
	11
	11
	-
	-

	29
	Kursi Tamu
	3
	3
	-
	-


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang tersedia dalam kondisi baik. Misalnya, komputer sebanyak 26 unit seluruhnya dalam keadaan baik, begitu pula perangkat lainnya seperti meja komputer, meja eselon, kipas angin, AC, dan CCTV. Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang mengalami kerusakan ringan maupun berat, seperti meja kerja yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 2 unit, serta laptop yang memiliki 3 unit dalam kondisi rusak berat. Selain itu, terdapat 1 unit televisi yang juga dalam kondisi rusak berat.	
Selain sarana dan prasarana perkantoran, keberadaan kendaraan operasional juga menjadi salah satu komponen penting yang mendukung tugas-tugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Armada ini digunakan untuk kegiatan patroli, pengawalan, penertiban, serta operasional lapangan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
Adapun jumlah dan kondisi armada kendaraan operasional yang tersedia di Satpol PP Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut:
[bookmark: _Toc206975561]Tabel IV. 6 
Armada Kendaraan Operasional
	No.
	Jenis Kendaraan
	Jumlah Unit
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1
	Mobil Patroli
	2
	1
	1
	-

	2
	Mobil PAMWAL
	1
	1
	-
	-

	3
	Mobil DALMAS
	1
	1
	-
	-

	4
	Mobil Pendukung Operasional
	5
	5
	-
	-

	5
	Sepeda Motor
	4
	4
	-
	-


Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.6 di atas, dapat dilihat bahwa armada kendaraan yang dimiliki Satpol PP Kota Dumai sebagian besar dalam kondisi baik. Terdapat 5 unit mobil pendukung operasional dan 4 unit sepeda motor yang seluruhnya masih layak pakai. Namun, terdapat satu unit mobil patroli yang mengalami kerusakan ringan, sehingga memerlukan perawatan.


BAB V
ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
A. Identittas Responden
Identitas responden merupakan bagian penting dalam penelitian, karena memberikan gambaran umum mengenai karakteristik pegawai yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Informasi mengenai jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan membantu peneliti memahami latar belakang pegawai yang berkaitan dengan kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan angket sebagai instrumen untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman, penerimaan, serta tanggapan pegawai terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat memberikan sudut pandang serta pengalaman yang berbeda dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, responden terdiri dari pria dan wanita dengan latar belakang serta tingkat pemahaman yang beragam, sehingga menghadirkan variasi pandangan terhadap permasalahan yang dikaji. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel V.1 berikut :

[bookmark: _Toc206975974]Tabel V. 1 
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No.
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1
	Laki-Laki
	35
	40
	75
	59,52

	2
	Perempuan
	27
	24
	51
	40,48

	Jumlah
	62
	64
	126
	100


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 75 orang (59,52%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 51 orang (40,48%).  Data ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Usia responden menjadi salah satu faktor demografis yang memiliki peran penting dalam penelitian. Perbedaan rentang usia menunjukkan keragaman tingkat kedewasaan, pengalaman hidup, serta pola pikir dalam menanggapi suatu permasalahan atau kebijakan. Pada penelitian ini, responden berasal dari berbagai kategori umur, sehingga memberikan perspektif yang lebih beragam dalam menyampaikan opini dan pandangan mereka. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut.



[bookmark: _Toc206975975]Tabel V. 2 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
	No.
	Usia
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1
	18-24 Tahun
	4
	18
	22
	17,93

	2
	25-34 Tahun
	33
	26
	59
	42,93

	3
	35-44 Tahun
	15
	15
	30
	27,72

	4
	45-60 Tahun
	10
	5
	15
	11,41

	Jumlah
	62
	64
	126
	100


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.2 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai kelompok usia. Responden dengan usia 18–24 tahun berjumlah 22 orang atau 17,93%. Pada kelompok usia 25–34 tahun terdapat 59 orang atau 42,93%, yang merupakan jumlah responden terbanyak. Selanjutnya, kelompok usia 35–44 tahun terdiri dari 30 orang atau 27,72%, sedangkan kelompok usia 45–60 tahun berjumlah 15 orang atau 11,41%. Dengan demikian, mayoritas responden berada pada kelompok usia 25–34 tahun, sedangkan kelompok dengan jumlah paling sedikit adalah usia 45–60 tahun.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
[bookmark: _Toc206409376]Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang dapat menunjukkan sejauh mana responden mampu memahami informasi serta mengemukakan pendapat secara logis. Dalam penelitian ini, responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Keragaman tersebut memberikan variasi cara berpikir dan pandangan dalam menjawab instrumen penelitian. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut.
[bookmark: _Toc206975976]Tabel V. 3 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1
	SMA
	12
	50
	62
	49,21

	2
	D3
	10
	4
	14
	11,11

	3
	S1
	35
	10
	45
	35,71

	4
	S2
	5
	-
	5
	3,97

	Jumlah
	62
	64
	126
	100


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3 dapat diketahui bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 62 orang atau 49,21%, dan menjadi kelompok terbanyak dalam penelitian ini. Selanjutnya, responden dengan pendidikan S1 sebanyak 45 orang atau 35,71%. 
Adapun responden dengan pendidikan D3 tercatat sebanyak 14 orang atau 11,11%, sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah paling sedikit, yaitu 5 orang atau 3,97%.
B. [bookmark: _Hlk206405594]Tanggapan Responden Mengenai Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Setiap penelitian ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, membuktikan, atau mengevaluasi suatu fenomena berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada responden yang relevan. Data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan objektif.
Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk melihat sejauh mana kinerja organisasi tersebut berjalan secara efektif, penulis menggunakan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Mahsun (2006) dengan enam indikator utama, yaitu: Masukan (Input), Proses (Process), Luaran (Output ), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), dan Dampak (Impact).
Keenam indikator tersebut akan dikaji lebih lanjut melalui sejumlah pernyataan yang telah disusun dalam instrumen penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Satpol PP Kota Dumai.
1. Masukan (Input)
Masukan (Input) merupakan segala sumber daya yang digunakan Satpol PP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum. Input mencakup aspek sumber daya manusia (personel Satpol PP), sarana dan prasarana pendukung, anggaran, serta regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas.
Untuk lebih jelasnya, masukan (input) Satpol PP Kota Dumai yang diteliti melalui indikator Masukan (Input) pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Adanya jumlah personel Satpol PP yang mencukupi untuk menegakkan Perda dan ketertiban umum.
Yang dimaksud dengan jumlah personel adalah ketersediaan aparatur Satpol PP dalam jumlah yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun distribusi, untuk melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
b. Adanya program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas personel Satpol PP.
Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan pembinaan berupa kursus, pelatihan teknis, maupun workshop yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme personel Satpol PP.
c. Adanya ketersediaan anggaran operasional yang memadai.
Yang dimaksud dengan anggaran operasional adalah dukungan dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan operasional Satpol PP, seperti kegiatan patroli, penertiban, penyuluhan, maupun pemeliharaan sarana prasarana.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator Masukan (Input) dapat dilihat pada tabel berikut ini:



[bookmark: _Toc206975977]Tabel V. 4 
Tanggapan Responden tentang Masukan (Input)
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Jumlah personel Satpol PP yang mencukupi untuk menegakkan perda dan ketertiban umum
	Frekuensi
	80
	45
	1
	126

	
	
	Skor
	240
	90
	1
	331

	2.
	Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas personel Satpol PP
	Frekuensi
	73
	49
	4
	126

	
	
	Skor
	219
	98
	4
	321

	3.
	Ketersediaan anggaran operasional yang memadai
	Frekuensi
	52
	62
	12
	126

	
	
	Skor
	156
	124
	12
	292

	Total
	Frekuensi
	205
	156
	17
	378

	
	Persentase (%)
	54%
	41%
	4%
	100%

	
	Skor
	615
	312
	17
	944


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.4 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel Masukan (Input) dilihat dari tiga sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai jumlah personel Satpol PP yang mencukupi untuk menegakkan Perda dan ketertiban umum, diperoleh skor sebesar 331.	Sub indikator kedua tentang program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas personel Satpol PP memperoleh skor sebesar 321. Selanjutnya, pada sub indikator ketiga yaitu ketersediaan anggaran operasional yang memadai, diperoleh skor sebesar 292. Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Masukan (Input) adalah sebesar 944. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) di bawah ini:
[bookmark: _Toc206409999][bookmark: _Toc207236336]Diagram V. 1 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Masukan (Input)

Berdasarkan diagram V.1 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Masukan (Input) mayoritas berada pada kategori Baik 54% dan Baik 41%, sedangkan kategori Tidak Baik hanya sebesar 4%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Masukan (Input) dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
944
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Masukan (Input) dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 944 berada pada interval skor 882-1.134.
2. Proses (Process)
Proses (Process) merupakan tahapan pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP Kota Dumai dalam rangka penegakan peraturan daerah. Proses ini mencakup mekanisme kerja mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan patroli, penertiban, penindakan pelanggaran, hingga penyusunan laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
Untuk lebih jelasnya, proses Satpol PP Kota Dumai yang diteliti melalui indikator Proses (Process) pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Adanya pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai SOP Satpol PP.
Yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai SOP adalah sejauh mana setiap tindakan penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satpol PP berpedoman pada standar operasional prosedur. Hal ini mencakup ketertiban administrasi, ketepatan pelaksanaan, serta kesesuaian langkah penertiban dengan aturan yang berlaku.
b. Adanya pengawasan terhadap kegiatan penertiban di lapangan.
Yang dimaksud dengan pengawasan terhadap kegiatan penertiban di lapangan adalah adanya kontrol dari atasan maupun pejabat terkait terhadap personel Satpol PP saat melaksanakan tugas penertiban. Pengawasan ini penting agar kegiatan di lapangan tetap sesuai prosedur, tidak menyimpang dari peraturan, serta menjaga profesionalitas petugas.
c. Adanya evaluasi atas kegiatan penegakan peraturan daerah.
Yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan penilaian kembali atas efektivitas, kendala, dan capaian dari pelaksanaan penegakan perda. Evaluasi dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja Satpol PP dalam penertiban.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai proses (Process) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206975978]Tabel V. 5 
Tanggapan Responden Tentang Proses (Process)
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai SOP Satpol PP.
	Frekuensi
	100
	26
	0
	126

	
	
	Skor
	300
	52
	0
	352

	2.
	Pengawasan terhadap kegiatan penertiban di lapangan.
	Frekuensi
	94
	31
	1
	126

	
	
	Skor
	282
	62
	1
	345

	3.
	Evaluasi atas kegiatan penegakan peraturan daerah.
	Frekuensi
	89
	37
	0
	126

	
	
	Skor
	267
	74
	0
	341

	Total
	Frekuensi
	283
	94
	1
	378

	
	Persentase
 (%)
	75%
	25%
	0%
	100%

	
	Skor
	849
	188
	1
	1038


 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Proses dapat dilihat dari tiga sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai SOP Satpol PP, diperoleh skor sebesar 352. Sub indikator kedua, yaitu pengawasan terhadap kegiatan penertiban di lapangan, memperoleh skor sebesar 345. Selanjutnya, pada sub indikator ketiga tentang evaluasi atas kegiatan penegakan peraturan daerah, diperoleh skor sebesar 341. Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Proses adalah 1.038. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) di bawah ini:



[bookmark: _Toc206410000][bookmark: _Toc207236337]Diagram V. 2 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Proses (Process)

Berdasarkan diagram V.2 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses (Process) mayoritas berada pada kategori Baik 75% dan Cukup Baik 25%, sedangkan kategori Tidak Baik hanya sebesar 0%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Proses (Process)  dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
1.038
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Proses (Process)  dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 1.038 berada pada interval skor 882-1.134.
3.   Luaran (Output)
Luaran (Output) merupakan hasil nyata yang diperoleh dari pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Dumai dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Luaran (Output) mencerminkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan menghasilkan capaian terukur, seperti jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak, laporan kegiatan penertiban, serta rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditangani selama satu tahun.
Untuk lebih jelasnya, luaran (output) kinerja Satpol PP Kota Dumai yang diteliti melalui indikator luaran (Output) pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Adanya jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak atau ditertibkan
Yang dimaksud dengan jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak atau ditertibkan adalah banyaknya kasus pelanggaran yang berhasil ditangani oleh Satpol PP melalui kegiatan penertiban di lapangan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mengurangi pelanggaran Perda dan menjaga ketertiban umum.
b.	Adanya laporan kegiatan yang disusun oleh personel setelah pelaksanaan penertiban
Yang dimaksud dengan laporan kegiatan yang disusun oleh personel adalah dokumen tertulis yang dibuat setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukti pelaksanaan, serta dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan Satpol PP di masa mendatang.
c.	Adanya rekapitulasi jumlah pelanggaran Perda yang ditindak selama satu tahun
Yang dimaksud dengan rekapitulasi jumlah pelanggaran Perda adalah data keseluruhan yang dihimpun mengenai jumlah kasus pelanggaran yang berhasil ditindak Satpol PP selama kurun waktu satu tahun. Rekapitulasi ini penting sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan perumusan strategi penegakan Perda di tahun berikutnya.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai luaran (output) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206975979]Tabel V. 6 
Tanggapan Responden Tentang Luaran (Output)
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak atau ditertibkan.
	Frekuensi
	92
	31
	3
	126

	
	
	Skor
	276
	62
	3
	341

	2.
	Laporan kegiatan yang disusun oleh personel setelah pelaksanaan penertiban
	Frekuensi
	102
	24
	0
	126

	
	
	Skor
	306
	48
	0
	354

	3.
	Rekapitulasi jumlah pelanggaran Perda yang ditindak selama satu tahun
	Frekuensi
	98
	27
	1
	126

	
	
	Skor
	294
	54
	1
	349

	Total
	Frekuensi
	292
	82
	4
	378

	
	Persentase 
(%)
	77%
	22%
	1%
	100%

	
	Skor
	876
	164
	4
	1044


 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Luaran (Output) dapat dilihat dari tiga sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak atau ditertibkan, diperoleh skor sebesar 341. Kemudian pada sub indikator kedua, yaitu laporan kegiatan yang disusun oleh personel setelah pelaksanaan penertiban, diperoleh skor sebesar 354. Selanjutnya, pada sub indikator ketiga tentang rekapitulasi jumlah pelanggaran Perda yang ditindak selama satu tahun, diperoleh skor sebesar 349. Secara keseluruhan, total skor untuk variabel luaran adalah 1.044. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) di bawah ini:
[bookmark: _Toc206410001][bookmark: _Toc207236338]Diagram V. 3 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Luaran (Output)

Berdasarkan diagram V.3 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Luaran (Output) mayoritas berada pada kategori Baik 77%, Cukup Baik 22%, dan kategori Tidak Baik hanya sebesar 1%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Luaran (Output) dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
1.044
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Luaran (Output) dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 1.044 berada pada interval skor 882-1.134.
4.     Hasil (Outcome)
Hasil (Outcome) merupakan perubahan langsung yang terjadi setelah program atau kegiatan Satpol PP Kota Dumai dilaksanakan. Hasil (Outcome) ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas kinerja organisasi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta berkurangnya jumlah pelanggaran di wilayah Kota Dumai.
Untuk lebih jelasnya, hasil (outcome) kinerja Satpol PP Kota Dumai yang diteliti melalui indikator Hasil (Outcome) pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Adanya peningkatan kualitas kinerja organisasi Satpol PP.
Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah adanya perbaikan dalam efektivitas, efisiensi, serta profesionalitas Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari kemampuan petugas dalam menjalankan fungsi penegakan Perda secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan peningkatan kesadaran masyarakat adalah bertambahnya pemahaman, kepatuhan, serta kesediaan warga untuk menaati peraturan daerah tanpa harus selalu ditegur atau ditindak. Kesadaran ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan penertiban Satpol PP telah berhasil membangun budaya tertib di tengah masyarakat.
c. Adanya penurunan jumlah pelanggaran di wilayah Kota Dumai.
Yang dimaksud dengan penurunan jumlah pelanggaran adalah berkurangnya kasus pelanggaran Perda, khususnya yang terkait dengan ketertiban umum, seiring dengan adanya pengawasan, penindakan, serta pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berhasil menertibkan, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Hasil (Outcome) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206975980]Tabel V. 7 
Tanggapan Responden Tentang Hasil (Outcome)
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Peningkatan kualitas kinerja organisasi Satpol PP.
	Frekuensi
	98
	28
	0
	126

	
	
	Skor
	294
	56
	0
	350

	2.
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
	Frekuensi
	60
	63
	3
	126

	
	
	Skor
	180
	126
	3
	309

	3.
	Penurunan jumlah pelanggaran di wilayah Kota Dumai.
	Frekuensi
	62
	62
	2
	126

	
	
	Skor
	186
	124
	2
	312

	Total
	Frekuensi
	220
	153
	5
	378

	
	Persentase 
(%)
	58%
	40%
	1%
	100%

	
	Skor
	660
	306
	5
	971


 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel hasil (outcome) dapat dilihat dari tiga sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai adanya peningkatan kualitas kinerja organisasi Satpol PP, diperoleh skor sebesar 350. Kemudian pada sub indikator kedua, yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, diperoleh skor sebesar 309. Selanjutnya, pada sub indikator ketiga yaitu adanya penurunan jumlah pelanggaran di wilayah Kota Dumai, diperoleh skor sebesar 313. Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Hasil (Outcome) adalah 971. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) di bawah ini:
[bookmark: _Toc206410002][bookmark: _Toc207236339]Diagram V. 4 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Hasil (Outcome)

Berdasarkan diagram V.4 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil (Outcome) memiliki frekuensi sebesar 58% responden menyatakan Baik, 40% responden menyatakan Cukup Baik, dan hanya 1% responden menyatakan Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Hasil (Outcome) dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
971
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Hasil (Outcome) dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 971 berada pada interval skor 882-1.134.
5.   Manfaat (Benefit)
Manfaat (Benefit) merupakan hasil nyata yang dirasakan baik oleh organisasi maupun masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Dumai dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Manfaat tersebut tidak hanya berupa capaian kinerja internal organisasi, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk lebih jelasnya, manfaat (benefit) kinerja Satpol PP Kota Dumai yang diteliti melalui indikator manfaat (benefit) pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Adanya peningkatan kepatuhan masyarakat Dumai terhadap aturan daerah.
Yang dimaksud dengan peningkatan kepatuhan masyarakat Dumai terhadap aturan daerah adalah kondisi ketika masyarakat semakin taat dan patuh dalam mengikuti berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
b. Adanya penurunan kasus pelanggaran ketertiban di wilayah kota.
Yang dimaksud dengan penurunan kasus pelanggaran ketertiban di wilayah kota adalah berkurangnya berbagai bentuk pelanggaran, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang, penggunaan fasilitas umum tidak sesuai aturan, maupun gangguan ketertiban lain di Kota Dumai.
c. Adanya peningkatan kinerja Satpol PP dari sisi pelayanan publik.
Yang dimaksud dengan peningkatan kinerja Satpol PP dari sisi pelayanan publik adalah adanya perbaikan kualitas kerja aparat Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penegakan peraturan, pemberian sosialisasi, maupun penyelesaian permasalahan ketertiban umum.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Manfaat (Benefit) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206975981]Tabel V. 8 
Tanggapan Responden Tentang Manfaat (Benefit)
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Peningkatan kepatuhan masyarakat Dumai terhadap aturan daerah.
	Frekuensi
	63
	56
	7
	126

	
	
	Skor
	189
	112
	7
	308

	2.
	Penurunan kasus pelanggaran ketertiban di wilayah kota.
	Frekuensi
	72
	51
	3
	126

	
	
	Skor
	216
	102
	3
	321

	3.
	Peningkatan kinerja Satpol PP dari sisi pelayanan publik.
	Frekuensi
	109
	17
	0
	126

	
	
	Skor
	327
	34
	0
	361

	Total
	Frekuensi
	244
	124
	10
	378

	
	Persentase 
(%)
	65%
	33%
	3%
	100%

	
	Skor
	732
	248
	10
	990


 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.8 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Manfaat (Benefit) dapat dilihat dari tiga sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai peningkatan kepatuhan masyarakat Dumai terhadap aturan daerah, diperoleh skor sebesar 308. Kemudian pada sub indikator kedua, yaitu penurunan kasus pelanggaran ketertiban di wilayah kota, diperoleh skor sebesar 321. Selanjutnya, pada sub indikator ketiga tentang peningkatan kinerja Satpol PP dari sisi pelayanan publik, diperoleh skor sebesar 361. Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Manfaat (Benefit) adalah 990. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) di bawah ini.
[bookmark: _Toc207236340]Diagram V. 5 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Manfaat (Benefit)

Berdasarkan diagram V.5 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Manfaat (Benefit) mayoritas berada pada kategori Baik 65% dan Cukup Baik 33%, sedangkan kategori Tidak Baik hanya sebesar 3%. Dengan demikian, variabel Manfaat (Benefit) dapat dikategorikan berada pada tingkat Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Manfaat (Benefit) dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
990
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Manfaat (Benefit) dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 990 berada pada interval skor 882-1.134.
6.     Dampak (Impact)
Dampak (Impact) merupakan pengaruh jangka panjang dari pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Dumai dalam menegakkan peraturan daerah. Dampak tersebut mencakup terwujudnya lingkungan perkotaan yang tertib, bersih, dan kondusif bagi aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat, berkurangnya potensi konflik sosial akibat pelanggaran ketertiban umum, serta terciptanya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Untuk lebih jelasnya, dampak (impact) kinerja Satpol PP Kota Dumai yang diteliti melalui indikator  dampak (Impact) pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Adanya kondisi Kota Dumai yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.
Yang dimaksud dengan kondisi Kota Dumai yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat adalah terciptanya lingkungan kota yang teratur, bebas dari gangguan ketertiban.
b. Adanya dukungan Satpol PP dalam menciptakan kenyamanan ruang publik.
Yang dimaksud dengan dukungan Satpol PP dalam menciptakan kenyamanan ruang publik adalah peran aktif petugas dalam menata dan menjaga fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat secara aman, tertib, dan sesuai peruntukannya.
c. Adanya sinergi antara masyarakat dan petugas dalam menjaga ketertiban.
Yang dimaksud dengan sinergi antara masyarakat dan petugas dalam menjaga ketertiban adalah adanya kerjasama yang harmonis antara Satpol PP dengan warga dalam menegakkan aturan serta menjaga ketertiban umum.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai dampak (impact)  dapat dilihat pada tabel berikut ini:


[bookmark: _Toc206975982]Tabel V. 9 
Tanggapan Responden Tentang Dampak (Impact)
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Kondisi Kota Dumai yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.
	Frekuensi
	96
	29
	1
	126

	
	
	Skor
	288
	58
	1
	347

	2.
	Dukungan Satpol PP dalam menciptakan kenyamanan ruang publik.
	Frekuensi
	99
	26
	1
	126

	
	
	Skor
	297
	52
	1
	350

	3.
	Sinergi antara masyarakat dan petugas dalam menjaga ketertiban.
	Frekuensi
	86
	36
	4
	126

	
	
	Skor
	258
	72
	4
	334

	Total
	Frekuensi
	281
	91
	6
	378

	
	Persentase 
(%)
	74%
	24%
	2%
	100%

	
	Skor
	843
	182
	6
	1031


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
[bookmark: _Hlk206765527]Berdasarkan Tabel V.9 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Dampak (Impact) dapat dilihat dari tiga sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai kondisi Kota Dumai yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat, diperoleh skor sebesar 347. Kemudian pada sub indikator kedua, yaitu dukungan Satpol PP dalam menciptakan kenyamanan ruang publik, diperoleh skor sebesar 350. Selanjutnya, pada sub indikator ketiga tentang sinergi antara masyarakat dan petugas dalam menjaga ketertiban, diperoleh skor sebesar 334. Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Dampak (Impact) adalah 1.031. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) di bawah ini:
[bookmark: _Toc207236341]Diagram V. 6 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Dampak (Impact)

Berdasarkan diagram V.6 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak (Impact) dengan distribusi frekuensi sebesar 74% responden menyatakan Baik, 24% responden menyatakan Cukup Baik, dan hanya 2% responden menyatakan Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Dampak (Impact) dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
1.031
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Dampak (Impact) dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 990 berada pada interval skor 882-1.134.
Selanjutnya dari penjelasan setiap indikator di atas dapat dilihat secara keseluruhan melalui tabel rekapitulasi di bawah ini:
[bookmark: _Toc206975983]Tabel V. 10 
Rekapitulasi Tanggapan Responden Analisis Kinerja Organisasi 
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
	No
	Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Masukan (Input)
	Frekuensi
	205
	156
	17
	378

	
	
	Skor
	615
	312
	17
	944

	2.
	Proses (Process)
	Frekuensi
	283
	94
	1
	378

	
	
	Skor
	849
	188
	1
	1038

	3.
	Luaran (Output)
	Frekuensi
	292
	82
	4
	378

	
	
	Skor
	876
	164
	4
	1044

	4.
	Hasil (Outcome)
	Frekuensi
	220
	153
	5
	378

	
	
	Skor
	660
	306
	5
	971

	5.
	Manfaat (Benefit)
	Frekuensi
	244
	124
	10
	378

	
	
	Skor
	732
	248
	10
	990

	6.
	Dampak (Impact)
	Frekuensi
	281
	91
	6
	378

	
	
	Skor
	843
	182
	6
	1031

	Total
	Frekuensi
	1525
	700
	43
	2268

	
	Persentase (%)
	67%
	31%
	2%
	100%

	
	Skor
	4575
	1400
	43
	6018


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.10 rekapitulasi tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai dapat dilihat dari 6 (enam) indikator penelitian. Pada indikator Masukan (Input) diperoleh total skor sebesar 944, indikator Proses (Process) diperoleh total skor sebesar 1038., indikator Luaran (Output) diperoleh total skor sebesar 1.044, indikator Hasil (Outcome) diperoleh total skor sebesar 971, indikator Manfaat (Benefit) diperoleh total skor sebesar 990, dan indikator Dampak (Impact) diperoleh total skor sebesar 1.031.
Dari 6 indikator jawaban responden tersebut diperoleh total skor keseluruhan sebanyak 6.018. Selanjutnya, untuk mengetahui kategori akumulasi skor yang diperoleh, dapat dilihat melalui diagram V.7 berikut ini:
[bookmark: _Toc206410003][bookmark: _Toc207236342]Diagram V. 7 
Persentase Frekuensi Rekapitulasi Tanggapan Responden Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Berdasarkan diagram V.7 di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan indikator Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, sebanyak 67% responden menilai Baik, 31% responden menilai Cukup Baik, dan 2% responden menilai Tidak Baik. Selanjutnya dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontinum sebagai berikut: 
6.018



2.268          TB	    3.780	    CB	          5.292	          B	  6.804
Berdasarkan Garis Kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dari tanggapan 126 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 6.018 berada pada interval skor 5.292-6.804.
C. [bookmark: _Hlk206405631]Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat pada Analisis Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Faktor-faktor ini dianalisis berdasarkan skor hasil angket pada masing-masing indikator, sehingga dapat terlihat indikator dengan kontribusi tertinggi maupun yang masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Adapun uraian faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
a. Terlaksananya Luaran (Output) yang terukur dan terdokumentasi. Luaran menjadi faktor pendukung paling menonjol. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak oleh Satpol PP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan resmi serta rekapitulasi jumlah pelanggaran perda dalam satu tahun. Ketersediaan dokumen yang lengkap dan terukur ini menunjukkan bahwa Satpol PP bekerja secara sistematis, transparan, dan akuntabel.
b. Terlaksananya Proses (Process) yang berjalan sesuai ketentuan. Proses pelaksanaan kegiatan penertiban sudah berjalan sesuai SOP dan didukung dengan pengawasan yang ketat di lapangan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan sehingga kelemahan pada pelaksanaan sebelumnya bisa segera diatasi. Hal ini menjadikan proses penegakan peraturan lebih efektif dan efisien.
c. Terlaksananya Dampak (Impact) positif terhadap kondisi Kota Dumai. Kinerja Satpol PP memberikan dampak nyata berupa meningkatnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di Kota Dumai. Dukungan Satpol PP dalam menjaga ruang publik memperkuat sinergi dengan masyarakat. Hal ini membentuk kesadaran bahwa menjaga ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya aparatur pemerintah.
2. Faktor Penghambat
a. Masih kurangnya Masukan (Input) yang optimal. Hambatan pada aspek Masukan (input) terlihat dari keterbatasan anggaran operasional yang belum sepenuhnya mendukung seluruh kegiatan penertiban di lapangan. Selain itu, meskipun jumlah personel cukup, kompetensi antar anggota belum merata sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan.
b. Masih kurangnya Hasil (Outcome) yang maksimal. Kesadaran masyarakat terhadap aturan daerah masih belum sepenuhnya meningkat. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran yang berulang, meskipun jumlahnya sudah menurun. Dengan demikian, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, karena perubahan perilaku masyarakat masih berjalan lambat.
c. Masih kurangnya Manfaat (Benefit) yang dirasakan secara merata. Meskipun terdapat peningkatan kepatuhan dan penurunan kasus pelanggaran, manfaat dari kinerja Satpol PP belum dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mematuhi aturan daerah, sehingga menghambat terwujudnya ketertiban secara menyeluruh.



BAB VI
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Hasil Penelitian dari Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dikategorikan Baik. Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang Penulis lakukan terhadap 6 (enam) indikator, yaitu Masukan (Input), Proses (Proces), Luaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), Dampak (Impact) kepada 126 responden, secara keseluruhan diperoleh total skor sebanyak 6.018 dan frekuensi 2268 dengan persentase kategori penilaian Baik sebesar 67%
2. Faktor pendukung dalam Analisis Kinerja Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah Luaran (Output), Proses (Proces), dan Dampak (Impact). Hal ini diketahui berdasarkan tanggapan responden terhadap indikator Luaran (Output) yang mendapatkan total skor tertinggi terutama pada sub indikator laporan kegiatan yang disusun oleh personel setelah pelaksanaan penertiban. Selanjutnya indikator (Proces) dengan nilai tertinggi pada sub indikator pelaksanaan kegiatan penertiban yang sesuai dengan SOP. Sedangkan indikator Dampak (Impact) dengan capaian tertinggi pada sub indikator dukungan Satpol PP dalam menciptakan kenyamanan ruang publik. Sementara itu, faktor penghambat adalah masih kurangnya Masukan (Input), Hasil (Outcome), dan Manfaat (Benefit). Hal ini terlihat dari indikator Masukan (Input) yang mendapat skor terendah terutama pada sub indikator ketersediaan anggaran operasional yang memadai. Kemudian indikator Hasil (Outcome) dengan capaian rendah pada sub indikator peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Sedangkan indikator Manfaat (Benefit) dengan capaian rendah pada sub indikator peningkatan kepatuhan masyarakat Dumai terhadap aturan daerah.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis akan memberikan saran kepada Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai, yaitu:
1. Disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai agar mengoptimalkan pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia, memperkuat program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas personel, serta memastikan jumlah personel yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum. Saran ini penting agar meskipun anggaran relatif kecil, penggunaannya tetap dapat memberikan hasil yang optimal, kemampuan personel semakin meningkat dan merata, serta jumlah personel yang tersedia benar-benar menjadi kekuatan utama dalam mendukung tugas Satpol PP.
2. Disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai agar memperluas sosialisasi dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan daerah, memperkuat upaya penertiban agar jumlah pelanggaran semakin menurun, serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi Satpol PP. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mematuhinya, pelanggaran dapat semakin ditekan, dan kinerja organisasi Satpol PP terus meningkat dari waktu ke waktu.
3. Disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai agar memperluas jangkauan pelayanan publik secara merata, terus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan daerah melalui pendekatan yang persuasif, serta menjaga konsistensi penegakan hukum sehingga penurunan kasus pelanggaran dapat berkelanjutan dan manfaat kinerja Satpol PP benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saran ini penting agar pelayanan yang diberikan tidak hanya dirasakan sebagian masyarakat saja, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta kondisi kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
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